




1. Implementasi Pemeliharaan Ruang Terbuka di Kabupaten Jombang
          Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi pemeliharaa Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jombang sudah 
berjalan dengan baik. Akan tetapi, tujuan dari Peraturan Daerah tersebut belum sesuai 
dengan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan Ruang Terbuka 
Hijau yang didalamnya mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan pembangunan 
Kabupaten Jombang yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan upaya untuk 
menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka 
hijau yang memadai dan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai secara 
berkelanjutan dapat terwujud jika didukung oleh adanya kerjasama dan keterpaduan 
pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan masyarakat. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat dari variabel-variabel dalam model implementasi dari 
peraturan daerah No.5 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.
dibawah ini:
a) Pada pelaksanaan implementasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau pemerintah 
melakukan kegiatan atau program-program untuk pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 
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yang tercantum dalam peraturan daerah No.5 Tahun 2011 tentang pemeliharaan 
Ruang Terbuka Hijau. Kegiatan atau program yang telah dilakukan pemerintah 
diantaranya penanaman pohon, penyulaman tanaman yaitu berupa penggantian 
tanaman rusak dengan tanaman yang baru, pemupukan tanaman, penyiraman 
tanaman. Kemudian Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan pertamanan 
Kabupaten Jombang juga melakukan koordinasi dengan Bappeda dan badan 
Lingkungan Hidup serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan implementasi 
kebijakan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Sehingga, upaya koordinasi secara 
konperhensif yang dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan 
dan pertamanan Kabupaten Jombang berdampak pada hasil yang baik dilapangan
b) Hubungan antar struktur Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan 
pertamanan Kabupaten Jombang dalam menjalankan kebijakan telah sesuai dengan 
kontrol hierarkis mengenai implementasi pemeliharaan RTH di Kabupaten Jombang. 
Akan tetapi pada Bidang Pertamanan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan 
dan pertamanan Kabupaten Jombang masih terdapat hambatan seperti, belum adanya 
tim khusus yang terbentuk untuk menangani masalah RTH karena adanya 
keterbatasan SDM. Dengan demikian dalam pelaksanaan Implementasi pemeliharaan 
RTH di Kabupaten Jombang sudah berjalan dengan adanya pengawasan atau kontrol 
dari pihak atasan kepada pihak staff atau bawahan yang berwenang menjalankan 
tugas tersebut.
c) Kondisi ekonomi, sosial, politik berkenaan dengan Implementasi Pemeliharaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari semua sisi RTH berpengaruh. Hal ini dikarenakan 
dengan adanya RTH kondisi ekonomi masyarakat terpenuhi melalui kegiatan PKL 
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yang berjualan disekitar taman kota. Namun pada kenyataannya kegiatan PKL 
tersebut berdampak pada kerusakan taman kota. Kerusakan itu terjadi karena 
pembuangan air sisa cucian dari para pedagang. Lebih lanjut, dari segi sosial RTH 
sangat berpengaruh dengan adanya taman kota. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 
masyarakat yang datang ke taman dan berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi 
kontak sosial. Semakin banyak masyarakat mengunjungi taman kehidupan sosial di 
daerah Kabupaten Jombang semakin baik. Kemudian, jika dilihat ko ndisi politik 
pada dasarnya sudah baik. Hal ini terjadi dengan adanya komunikasi antara Dinas PU 
Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Jombang dengan 
DPRD. Komunikasi tersebut dapat dilihat dengan disetujuinya Peraturan Daerah 
tentang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Selain itu DPRD juga memberikan 
anggaran untuk RTH tiap tahunnya.
d) kecenderungan pelaksana implementor dalam kebijakan tersebut dilihat dari suatu 
tujuan atau standart yang akan dicapai serta sumberdaya yang kompeten. Hal ini 
dapat dilihat dari pemahaman implementor. Selanjutnya tentang pemahaman isi dari 
kebijakan diawali adanya musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) oleh 
semua stakeholder terkait. Dengan adanya musrenbang stakeholder akan memahami 
akan isi dan tujuan kebijakan. Semua pihak yang memiliki pemahaman berragam 
dalam musrenbang ini menjelaskan apa yang dibutuhkan dan diinginkan dalam 
mencapai suatu tujuan. Selanjutnya setelah menjelaskan kebutuhannnya masing-
masing dalam musrenbang presepsi satu sama lain disamakan agar menguntungkan 
semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Sikap para implementor didalam 
implementasi kebijakan pemeliharaan RTH sangat baik. Intensitas sikap pelaksana 
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terhadap implementasi kebijakan penyediaan RTH juga ditunjukan dengan adanya 
program yang berkelanjutan mengenai pemeliharaan RTH sesuai dengan tujuan 
pelaksanaan RTH.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pemeliharaan RTH
a) Faktor pendukung:
     1. Faktor pendukung internal, Dukungan oleh elit politik sehingga munculnya 
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No.5 tahun 2011 Tentang pemeliharaan 
Ruang Terbuka Hijau sehingga kebijakan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 
ini tidak hanya sekedar peraturan yang bersifat teori namun dengan adanya 
peraturan daerah tersebut berguna untuk mewujudkan sasaran atau tujuan yang 
telah disusun oleh pemerintah dearah Kaupaten Jombang. Selanjutnya adanya 
komunikasi dan koordinasi yang baik diantara inas PU Cipta Karya, Tata 
Ruang, Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Jombang dengan pihak yang 
terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Faktor pendukung eksternal, adanya kerjasama dengan pihak swasta dan 
masyarakat sebagai pelaksana implementasi, pihak swasta yang memberikan 
dana atau bantuan untuk penyediaan RTH dan masyarakat yang peduli 
lingkungan yang merawat dan ikut serta dalam kegiatan atau program yang 
berkenaan dengan RTH.
b) Faktor penghambat:
1. Faktor penghambat internal yaitu adanya kekurangan tersedianya SDM sehingga 
tingkat pengawasan, pemeliharaan kurang dan belum adanya tim khusus yang 
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dibuat untuk pemeliharaan RTH oleh Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, 
Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Jombang..
2. Faktor penghambat eksternal, adanya masyarakat yang kurang peduli dan 
sadar untuk menjaga dan memelihara lingkungan dengan tidak mematuhi 
aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah.
B. SARAN
               Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti dilapangan, 
maka saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam implementasi kebijakan 
pemeliharaan RTH di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Jombang harus lebih mengintensifkan 
pengawasan dengan memantau secara langsung pemeliharaan Ruang 
Terbuka Hijau dengan penjagaan RTH 24 jam, tetapi penjagaan dan 
pengawasan dilakukan pada taman-taman tertentu, seperti Taman 
Keplak Sari dan Taman Kebon Rojo saja,. Seharusnya penjagaaan dan 
pengawasan taman haruslah merata untuk mengurangi kerusakan 
taman dari para pengunjungNYA
2. Pemerintah Kabupaten Jombang harus lebih berperan aktif dalam 
pemeliharaan RTH melalui publikasi ataupun promosi pada berbagai 
media tentang pemeliharaan RTH di Kabupaten Jombang.
3. Masyarakat Kabupaten Jombang harus lebih sadar dan mengetahui apa 
saja tujuan, fungsi, dan manfaat dari pemeliharaan Ruang Terbuka 
Hijau dengan melakukan aksi peduli lingkungan  dengan langkah 
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nyata pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kabupaten 
Jombang.
